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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR       TAHUN 2025
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	:
	a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan  laporan keuangan maupun laporan capaian kinerja Pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

	
	
	

	Mengingat
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

	
	
	3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6757); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 234);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang                    Nomor 18); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 41);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49). 


	
	
	Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sumedang

dan
bupati sumedang


	
	
	MEMUTUSKAN:



	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH  TENTANG  PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.


	Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024, berupa laporan keuangan yang memuat: 

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. neraca; 

d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.



	Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

	a. 
	Pendapatan
	Rp3.057.028.925.544,16 

	b.
	Belanja
	Rp3.083.037.976.547,00

	
	Surplus/Defisit
	(Rp26.009.051.002,84)

	c.
	Pembiayaan
	

	
	1) Penerimaan
	Rp96.681.587.819,18

	
	2) Pengeluaran
	Rp2.000.000.000,00 

	
	Sisa Lebih Pembiayaan   Rp68.672.536.816,34
Anggaran (SILPA)
	


Pasal 3

Uraian laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                                    Rp41.884.996.949,84 dengan rincian sebagai berikut:
	1.
	Anggaran pendapatan setelah perubahan
	Rp3.098.913.922.494,00 

	2.
	Realisasi
	Rp3.057.028.925.544,16

	
	
	
	
	

	
	selisih (kurang)
	 (Rp41.884.996.949,84)


	
	
	


b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                                          Rp109.878.484.375,00  dengan rincian sebagai berikut:
	1.
	Anggaran belanja setelah perubahan
	Rp3.192.916.460.922,00 

	2.
	Realisasi
	Rp3.083.037.976.547,00 

	
	
	
	
	

	
	
	selisih (kurang)
	(Rp109.878.484.375,00)


c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah                         Rp67.993.487.425,16 dengan rincian sebagai berikut:
	1.
	Surplus/defsit setelah perubahan
	(Rp94.002.538.428,00)

	2.
	Realisasi
	(Rp26.009.051.002,84) 

	
	
	
	
	

	
	
	selisih lebih/(kurang)
	Rp67.993.487.425,16


d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah             Rp679.049.391,18  dengan rincian sebagai berikut: 
	a.
	Anggaran penerimaan pembiayaan
	Rp96.002.538.428,00 

	
	setelah perubahan
	
	

	b.
	Realisasi
	Rp96.681.587.819,18

	
	
	
	
	

	
	
	selisih lebih/(kurang)
	Rp679.049.391,18


e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah           Rp0,00  dengan rincian sebagai berikut :

	a.
	Anggaran pengeluaran pembiayaan
	Rp2.000.000.000,00 

	
	setelah perubahan
	
	

	b.
	Realisasi
	Rp2.000.000.000,00

	
	
	
	
	

	
	
	selisih lebih/(kurang)
	Rp0,00


f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp679.049.391,18  dengan rincian sebagai berikut:

	a.
	Anggaran pembiayaan netto
	Rp94.002.583.428,00 

	
	setelah perubahan
	
	

	b.
	realisasi
	Rp94.681.587.819,18

	
	
	
	
	

	
	
	selisih lebih/(kurang)
	Rp679.049.391,18  


Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
	a.
	Saldo anggaran lebih awal
	
	Rp56.002.538.428,18

	b.
	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan
	(Rp56.002.538.428,18)

	
	Subtotal (a + b)
	
	
	Rp0,00 

	c.
	Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran 

(SILPA/ SiKPA)
	Rp68.672.536.816,34

	
	Subtotal (a+b+c)
	
	
	Rp68.672.536.816,34

	d.
	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
	Rp0,00

	e.
	Saldo anggaran lebih akhir
	
	Rp68.672.536.816,34


Pasal 5

Neraca per 31 Desember Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:
	a.
	Jumlah aset
	Rp3.810.555.103.851,04

	b.
	Jumlah kewajiban
	Rp67.875.759.894,87

	c.
	Jumlah ekuitas dana
	Rp3.810.555.103.851,04 


Pasal 6

Laporan operasional per 31 Desember Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:
	a. 
	Pendapatan-LO
	Rp2.810.236.517.716,94 
	
	

	b.
	Beban
	Rp2.905.301.238.445,86 
	
	

	
	Surplus/defisit dari operasi
	(Rp95.064.720.728,92)

	c.
	Surplus non operasional 
	Rp11.792.990.662,66 
	
	

	d.
	Defisit non operasional 
	Rp1.740.093.862,00
	
	

	
	Surplus/defisit dari kegitan non operasional
	Rp10.052.896.800,66

	e.
	Pos luar biasa
	
	
	(Rp759.257.529,00)

	f.
	Surplus/defisit LO
	
	
	(Rp85.771.081.457,26)


Pasal 7

Laporan arus kas untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:
	a.
	Saldo kas awal per 1 Januari 2024
	Rp56.002.538.428,18

	b.
	Arus kas dari aktivitas operasi
	
	Rp346.310.461.853,16 

	c.
	Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan
	(Rp333.705.342.025,00)

	d.
	Arus kas dari aktivitas pendanaan
	Rp64.878.560,00

	e.
	Arus kas dari aktivitas transitoris
	Rp7.956.347,00

	f.
	Saldo kas akhir per 31 Desember 2024
	Rp68.680.493.163,34 


Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas per 31 Desember Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:
	a.
	Ekuitas awal
	
	
	Rp3.808.399.630.166,94 

	b.
	Surplus / defisit - LO
	(Rp85.771.081.457,26) 

	c.
	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar
	Rp20.050.795.246,49

	d.
	Ekuitas akhir
	
	
	Rp3.742.679.343.956,17 


Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:
a. Lampiran I 
: 
laporan realisasi anggaran 
Lampiran I.1
:
ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2
:
ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.3
:
rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.4
:
rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Lampiran II 
: 
laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III 
: 
laporan operasional;
d. Lampiran IV 
: 
laporan peubahan ekuitas;
e. Lampiran V
:
neraca;
f. Lampiran VI
:
laporan arus kas;
g. Lampiran VII
: 
catatan atas laporan keuangan; 

h. Lampiran VIII
:
daftar rekapitulasi piutang daerah; 
i. Lampiran IX         :
daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

j. Lampiran X
:
daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI
:
daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l. Lampiran XII
:
daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII
:
daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV
:
daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV
:
daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI
:
daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII
:
daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII
:
daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX
:
daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
t. Lampiran XX
:
ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
Lampiran XX. 1
:
ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2
:
ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan mengenai lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 12

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.
Ditetapkan di  Sumedang

pada tanggal            


BUPATI SUMEDANG,
DONY AHMAD MUNIR
Diundangkan di Sumedang





pada tanggal                 
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG,
TUTI RUSWATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN … NOMOR … 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT : (…/…/… )

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR   …    TAHUN …..

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
I. UMUM

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir  Laporan keuangan paling sedikit meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
Bahwa Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR … 
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